
PEMERINTAH KABUPATEN BURU
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IIEPUTUSAN

KEPALADINASPENDIDII(AI{DAI{KEBI,DAYAAI{
I(ABIIPATEN BIIRU

NOMOR t 42O'L I 877'b I 2Ot4

TENTANG

IZINoPERASIoNALPENDIDIKANANAKUSIADINI(PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI SATAP UNIT II MAKO

DESA WANARzuA KECAMATAN WAEAPO

KEPAI,A DINAS PENDIDIKAI{ DAI{ KEBT'DAYAAN

KABI'PATEN BI'RU

Menlmbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Otonomi Bidang

pendidikan di Kabupaten Buru diperlukan perhatian dart

d.ukungan Perrrerintah Daerah ke arah pening!<atan mutu

pendidikanpadasemuajenisdarrjenjangpendidikandiKabupaten
Buru;
bahwa sesuai hasil studi kelayakan dipanda'g perlu untuk

memberika, rrirr' oferasional pada Ta:rra' Kanak-Ka,ak Negeri

Satap Unit II Mako Desa Wanareja Kecamatan Waeapo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

poin huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan

KeputusanKepalaDinasPendidikandanKebudayaankabupaten
Buru.

b.

C.

Menglngat : 1. undang-undang Nomor 4 Tatrun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32'

TambahanLembaranNegaraRepubliklnsonesiaNomor3la3};
2. Undang-undang Repuult Indonesia Nomor 46 Tahun L999

tentang pembentuka; provinsi Maluku utara, Kabupaten Bunr

dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lernbaran Negara

RepubliklndonesiaTa}run2000Nomor!T4,TambahanLembarart
Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah

d.engarrUndang-undarrgNomor6Tahunzoootentangperubahan
atasUndarLg_undarrgNomor46tentartgpembentukanProvinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara

Barat(LembaranN"g""RepublikIndonesiaTahun2000Nomor
T3,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor396l);

3.Und'ang-undarrgRepubliklndonesiaNomor20Tahun2003
tentang srst# pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Ind.onesia Tahun 2OO3 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor a30t);
i'*

':ti,



Menetapkan
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4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2OO4

tentang pembentukan peraturan Undang - undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 53, Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a3891;

5. undang-unda{rg Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2OO4

tentang Pemerintahan Daeratr (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahal Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

dengan Undalg-undang Nomor 12 Tahun 2OOg tentang Perubahan

kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintatran Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 48441;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2OO4

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aa38l;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang Pembentukkan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523a\
8. Peraturan Pemerintatr Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aa9Q;
g. Peraturan Pemerilrtah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2OOT

Pembagran urusan Pemerintatran Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintatran Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a7371;
l0.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

l l.Peraturan Bupati Buru Nomor 03 Tahun 2OOg tentalg Susunan

organisasi dal} Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaart

Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tatrun 2008

Nomor 03);
l2.Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tatrun 2013 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun

Anggaran 2}lg (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2OL4

Nomor 03);
13.Peraturan Bupati Buru Nomor 68 Tahun 2oL3 tentang Per{abaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun

Anggaran 2OL4 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tatrun 2013

Nomor 68).

MEMUTUSITAN

Memberikxt lzln Operasional Kepada Taman Kanak-Kanak (TK)

Negeri satap unit II Mako Desa wanareja Kecamatan waeapo

Kabupaten Buru.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Memberikan kewenangan Kepada Pengelola untuk mengelolah

Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri satap unit II Mako Desa

WanarejaKecamatanWaeaposesuaidengarrketentuanyang
berlaku.
Dalam Pelaksanaannya bertanggungiawab dan melaporkan hasil

kegiatan kepada; Kepala Dinas Pendidikan darr Kebudayaarr

Kabupaten Buru.
Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya

kef,utusan ini dibebankan pada APBD Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan KabuPaten Buru.
Keputusan ini berlalgr surut Tatrun Pelajaran 2OO9l2OlO'

Kepala Dinas Pendidikan dan

f febudayaan KabuPaten Burur
Drs A. MIIKADDAR
Pembina Tk. I
NiP. 19570927 t986O2 I oO3

TembusandisamPaikan KePada Yth :

1. Bupati Buru di Namlea

2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Provinsi Maluku di Ambon

3. Ketua DPRD Kabupaten Buru di Na:nlea

4. Kepala Badan Kepegawaian Daeiah Kab' Buru di Namlea

5. Camat WaeaPo di Waenetat

6. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec' waeapo di waenetat

7. Arsip

Dltetapkan dl


